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Lampung memiliki jalan lintas Jawa-Sumatera dengan rata-rata konstruksi jalan
dibuat dengan muatan sumbu terberat (MST) 8,12 ton. Berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan Angkutan Barang Pemerintah
Provinsi Lampung, dalam aturan itu ditetapkan setiap kendaraan yang melebihi
toleransi sebesar 5-15% dari Jenis Berat Diizinkan dikenakan denda. Fakta di
lapangan kendaraan bermuatan mencapai 20 ton bebas lalu lalang di Lampung.
Akibatnya, jalan darat rusak lebih cepat dibandingkan usia efektifnya. Jembatan
Timbang seharusnya difungsikan dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini
yaitu, Bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan dan kontribusi uang
denda Kkelebihan tonase pada pendapatan asli daerah Provinsi Lampung?
Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pemungutan uang denda kelebihan
tonase pada jembatan timbang Lampung Selatan?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan
pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan
dan studi lapangan. Selanjutnya, pengolahan data dengan cara seleksi data,
pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah: Pengaturan hukum tentang kedudukan
dan kontribusi uang denda kelebihan tonase pada dasarnya telah memenuhi
kebutuhan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang pada lalu lintas dan
angkutan jalan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan benar
sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan dan pengawasan pemungutan uang
denda kelebihan tonase dilakukan melalui unit penimbangan dan/atau pembatasan
lalu lintas mobil barang pada koridor atau kawasan tertentu pada ruas jalan
provinsi.
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